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BERMITRA DENGAN  KEMENTERIAN  KEUANGAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/BAPPENAS, BANK INDONESIA, OTORITAS JASA KEUANGAN
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Rapat Ke D2

Tahun Sidang : 2019- 2020

Masa Persidangan o

Jenis Rapat/ke- . RAPAT KERJA / ke -1

Dengan . Menteri Keuangan.

Sifat Rapat . Terbuka

Hari, Tanggal . Rabu, 21 Agustus 2019

Waktu : Pukul 10.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Komisi XI DPR RI Gedung Nusantara | lantai 1
JI. Jenderal Gatot Subroto — Jakarta 10270

Ketua Rapat . IR. H. SOEPRIYATNO

Sekretaris Rapat . Drs. Urip Sudjarwono

Acara . 1. Pengesahan DIM RUU Bea Materai.
2. BPJS Kesehatan.

Hadir . 1. ... orang dari 51 orang Anggota Komisi X| DPR RI:

2. Menteri Keuangan beserta jajaran;

|. PENDAHULUAN:
1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat
membuka rapat pukul 11.25 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI diawali dengan pengantar Ketua Rapat dilanjutkan paparan dari
Menteri Keuangan kemudian dilanjutkan dengan pendalaman dari Pimpinan dan Anggota Komisi
XIDPRRI.



Il. KESIMPULAN/KEPUTUSAN
A. PENGESAHAN DIM RUU TENTANG BEA METERAI

Komisi XI DPR Rl bersama Menteri Keuangan menyetujui untuk mengesahkan Daftar Inventarisasi
Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Bea Meterai, yang akan menjadi acuan dalam

pembahasan di tingkat selanjutnya.
B. BPJS KESEHATAN

1. Komisi XI DPR RI akan melakukan Rapat Kerja bersama dengan Komisi IX DPR RI dengan
mengundang Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial

Kesehatan..

2. Komisi XI DPR RI meminta Pemerintah (Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Dewan
Jaminan Sosial Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Badan
Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan untuk menyiapkan langkah-langkah solusi

permasalahan BPJS Kesehatan.

3. Komisi XI DPR RI meminta kepada Menteri Keuangan untuk menyampaikan jawaban rinci
secara tertulis atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI dan laporan hasil
pemeriksaan BPKP serta laporan keuangan BPJS Audited untuk disampaikan paling lambat
tanggal 28 Agustus 2019.

. PENUTUP
Rapat Kerja ditutup pukul 14.35 WIB.

Jakarta, 21 Agustus 2019
KETUA RAPAT,
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